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Buku ini.berasal dari disertasi penulis
yang menghasilkan gelar doldordalam ,bidang
ilmu hukum- baginya pada Program
Pascasarjana UNPAD pada tahun 1986.
Materi disertasi tersebut telah mengalami
proses penuUsan-ulang (rewriting) untuk
kepentingan publikasi biiku; ini. Meskipun ada
penuiisan ulang, tapi fonmat penulisan tidak
mengalami banyakperubahan. Artinya,-format
buku inihampirsanmdengah fonnat disertasi,
sebagimana tergambar dari susunan bab-
babnya.
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Adapun susunan bab-bab initeriUri dafi
Bab1Pend^uluari; BabUmengeiiai Kebijakaii
Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidaha
Penjara; Bab III Deskripsi Obyek'Pehelitian;
BabIVHasil PraelitianDanPemba^asan;Bab
V mengenai Rahgkuman Keselunihan, dan VI
K^impulan. Karena'mateii buku ini ber^al
dari disertasi, makai buku ini dapat digblongk^
sebagaikaryailiriiahmurhi.' - '• i' ' -

Tema pokok yarig meiijadi''obyek
kiip^an biiku ini'adalah eksistensi pidaha
penjara sebagai safana penanggulangan
kejahatah.-'̂ Eksistensi pidana penjafa itii iiigin
dikaji ulahg (reevaluasi, reformasi, dan
reorientasi) berdasarkan perkembangah
pemikiran mutakhir dalam'politik kriminai
(Criminal Policy) dan kehyati^ yang teijadi
dalam praktek peiaksanaan pidana'penjara: ^
- • Tema' pokok tersebut kemudiari

dijabarkahdalamdua permasalahan. Pertama;
mengenai perlii tidakhya pidaha penjara
ditetapkan ataii'dipertahankan sebagai salah
satu sarana penanggulangan kejahatan.
Masalah ini berkaitan dengan dasar legitimasi'
(pembenaran)kebijakan menggunakah j5idana
pbnjara-sebagai' safana- pehanggillahgan
kejahatan! • ^
•^ ' Kediia, seberapajauh kebijakanlegislatif

dalam menerapkan dan mefumuskan'pidana
penjafa dalam peraturan perundang-undahgan
selama ini dapat menunjang penanggulangan
kejahatan. Masalah ini dimaksudkan untuk
menguji kebijakan umuih dalaih meng-
operasionalkan pidana penjara dan kebijakan
sistem perumusan pidana penjafa dalam
peraturan perundang-undang^.-

Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi
oleh adanya krisis yang dialami oleh pidana
penjara, baik akibat perkembangan pemikiran
dalam hukum' pidaha dan ilmu-ilmu
pehunjangnya, maupim akibat dampak-dampak
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negatif penerapan pidana penjara kepada para
pelaku kejahatan.

Pidana penjara yang lahir sebagai
antitesis terhadap pidana hiati dan berbagai
bentuk pidana badan yang kejam dan tidak
manusiawi dimaksudkan untuk memberi

perlakuan yang lebihhumanis d^ bermaitabat
terhadap para pelaku kejahatan. Namun setelah
lebih dari satu abad diterapkan, penerapan
pidana penjara di dalam praktek temyata tidak
sesuai dengan harapan.
Perlakuan yang kejam dan tidak- manusiawi
terhadap tersangka dan narapidana mas.ih terus
berlangsung. Bahkan penjara secara sinis
digambarkan sebagai "sekolah tinggi
kejahatan ".

Denganmelakukankajianterhadap data
kuantitatif mengenai kebijakanpidana penjara
dalam perundang-undangan serta pe-
nerapannya di dalam praktek dan kajian data
kualitatif mengenai perkembangan pemikiran
hukum pidana dan politik kriminal tentang
penjara diperoleh gambaran sebagai berikut;

Pidana penjara merupakan Jenis sanksi
pidanayangpalingbany^ ditetapkan dalam
perundangiundangan pidana selama ini.
Lebih dari 90 persen tindak pidana yang
terdapat dalam.perundang-undangan
diancam dengan pidana penjara, dan sitem
perumusannya bersifat imperatif.
Perumusan sanksi pidana yang seperti itu
menjadi faktor kondusif (pendorong) bagi
hakim untuk menjatuhkan pidana penjara
kepada para pelaku kejahatan, angkanya
mencapai 85 persen dari keseluruhanpidana
yang dijatuhkan.

Faktor-faktor kondusif lain yang
mendoronghakimmenjatuhkan pidanapenjara
adalah lemahnya ketentuan pidana bersyarat
sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku
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dari sistemperumusanpidana secara imperatif,
lemahnyakebijakan legislatif selama ini dalam
mengefektifkan operasionalisasi pidana denda
yang sering dirumuskan secara altematif
dengan pidana penjara, dan tidak adanya
pedoman pemidanaan dalam undang-undang.

Bila penerapan pidana penjara
dikorelasikan dengan pencapaian tujuan
pemidanaan, temyata pidana penjara tidak
begitu efektifuntuk menanggulangi kejahatan,
khiisusnya unUik pencapaian tujuanpemidan^
untuk merehabilitasi pelaku'(prevensi spesiat).
Hal ini terbukti denganbanyaknya residivisme.
Sedangkan untuk pencapaian tujuan
pemidanaan agar orang tidak melakukan
kejahatan (prevensi general) temyata sulit
niembuktikan korelasinya.

Walaupun demikian, adajugaefek positif
pidana penjara, yaitu kemampuan mehg-
isolasikan penjahat dari sumber korbannya,
pengamanan masyarakat dari penjahatan, dan
untuk menghindari tindakan kekerasan di luar
hukumterhadap para pelaku kejahatan. Faktor
inilah menumt penulis yang menjadi dasar
legitimasi dipertahankannya pidana penjara
sebagai salah satu sarana penanggulangan
kejahatan.

Dipertahankannya pidana penjara
sebagai sarana penanggulangan kejahatan
harusditunjang dengan kebijakan legislatifyang
selektif dan limitatif dalam penggunaannya
dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara perlindungan kepentingan masyarakat
danperlindungan danperbaikanindividu pelaku
kejahatan. Hal ini juga hams ditunjang oleh
pedoman penjatuhan pidana penjara dalam
perundang-undangandan ketentuan prosedural
yang memberi keweiiangan untuk melakukan
penundaan penuntutan pidana.

Kelebihan buku ini terletak pada
kemampuannya untukmengungkapkan ide-ide
yang mendasari kebijakan-kebijakan
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pembuatan undang-undang dalammenetapkan
pidana penjara sebagai salah satu sarana
penanggulangan kejahatan. Kebijakan
menetapkan sanksi pidana penjara yang
bersifat imperatifdal^ KUHP temyata tidak
memiliki alj^^ yang rasional dan juga tidak
sesuai dengan perkembangan modem dalam
sistem pemidahaan.

Hasilkajianbuku inisudahdiman&atkan
dalampenyusuhan kebijakan perumusan sanksi
pidana dalam drafakademik {academic draft)
KUHP Baru y^g akan menggantikan KUHP
peninggalankolonialyang masih berlaku. ?lal
ini bisa teijadi mungkin karena hasil evaluasi
bukuini,tapimungkinjuga karena penulis buku
ini merupakan salah seorang anggota Tim
penyusun drafakademik KUHP Baru tersebut.

Disamping kelebihan tersebut, buku ini
juga memilikikelemahan-keiemahan,temtama
yangbersi&tteknis. Data statistikyangmenjadi
dasar kerangka analisis, ternyata tidak
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digunakan secara maksimal. Data statistik
tersebut tidak digunakan untuk mencari
hubungan korelasi antara dua variabel, tapi
hanya sekedar untuk mendiskripsikan
permasalahan secara prosentase.

Dalam buku ini terdapat cukup banyak
kata-kata yang salah cetak, yang ka^gkala
mengganggu arti kalimat. Terlepas dari
kelemahan tersebut, buku ini perlu dibaca bagi
akademisi d^ praktisi hukum, temtama yang
berminat dalam kajian dan operasionalisasi
hukum pidana (Salman Luthan).•
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